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ABSTRAK 

Pembangunan adalah hal yang paling penting untuk setiap desa khususnya 

desa Brangkal, namun dibalik itu semua, masih terdapat beberapa pembangunan 

infrastuktur yang perlu difokuskan agar bisa terlaksana dan bermanfaat bagi 

seluruh warga desa Brangkal. Maka fokus penelitian ini membahas 

Implementasi Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2024 Tentang Desa di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten 

Bojonegoro” dengan tinjauan siyāsah dustūriyah. Fokus penelitian ini tentang 1. 

Bagaimana implementasi pembangunan desa menurut undang-undang nomor 3 

tahun 2024 tentang desa di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten 

Bojonegoro dan 2. Bagaimana tinjauan siyāsah dustūriyah terhadap pelaksanaan 

pembangunan Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum empiris berupa penelitian lapangan. Subyek penelitian menggunakan 

data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti metode analisis data dari 

Milles dan Huberman dengan langkah-langkah termasuk kondensasi data, 

penyajian data, penggambaran, dan verifikasi kesimpulan. 

Implementasi pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2024 Tentang Desa di Desa Brangkal belum sepenuhnya terlaksanakan, hal ini 

disebabkan karena adanya beberapa faktor seperti anggaran pembangunan desa 

yang terbatas dan kurangnya partisipasi masyarakat. Tinjauan siyāsah 

dustūriyah terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Brangkal Kecamatan 

Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya melaksanakan prinsip- 

prinsip seperti prinsip adil, amanah, dan kesejahteraan masyarakat dalam 

pemerintahan yang di siyariatkan dalam Islam yakni seorang pemimpin harus 

bersifat amanah dan adil terhadap rakyatnya. 

Saran peneliti sebaiknya pemerintah desa melaksanakan pembangunan desa 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, sesuai dengan ketentuan yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, untuk 

mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera sesuai dengan siyāsah 

dustūriyah. 
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